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INTISARI

Dalam penyelenggaraan kegiatan Pendaftaran Tanah, Pemerintah memberikan surat tanda
bukti hak berupa sertipikat. Sertipikat dimaksud selain bermanfaat untuk menjamin kepastian
hukum terhadap hak atas tanah yang dikuasainya, juga dapat dimanfaatkan antara lain dalam lalu
lintas ekonomi, yaitu sebagai jaminan kredit untuk memberikan kepercayaan kepada bank dalam
memberikan pinjaman uang. Manfaat sertipikat dimaksud dapat dimanfaatkan oleh golongan
ekonomi lemah, pengusaha kecil seperti pengusaha industri kecil yang membutuhkan tambahan
modal usaha.

Perhatian yang lebih perlu ditujukan padapengembangan industri kecil agardapattumbuh
lebih maju dan mandiri >ang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan
pengusaha industri kecil. Berkembangnya industri kecil akan berdampak positif terhadap
masyarakat setempat karena akan membuka kesempatan kerja dan berusaha bagi mereka serta
dapat meningkatkan ekspor nasional. Disamping itu pula mereka memiliki kesempatan untuk
membangun daerahnya masing-masing dengan kemampuan, ketrampilan dan sumber daya yang
mereka miliki dengan harapan adanyapeningkatan tingkat kehidupan mereka.

Perkembangan industri kecil kerajinan emas dan perak di Desa Celuk sangat pesat
perkembangannya seiring dengan berkembangnya pariwisata di Bali. Untuk dapat
mengembangkan usahanya tersebut, para pengusaha industri kecil kerajinan emas dan perak di
Desa Celuk memerlukan modal yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena ituada kecendrungan
pemanfaatan sertipikat hak atas tanah dalam upaya perolehanmodal dari kredit bank.

Didalam pelaksanaan penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah "apakah
pemanfaatan sertipikat hak atas tanah sebagai jaminan kredit dapat meningkatkan pendapatan
pengusaha industri kecil di Desa Celuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar ?"

Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat pendapatan pengusaha industri kecil
setelah memperoleh kredit dari bankdengan sertipikat hakatas tanah sebagai jaminan kredit.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode deskriptif, dengan tehnik
pengumpulan data meliputi wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi
populasi adalah pengusaha industri kecil kerajinan emas dan perak yang mengagunkan sertipikat
hak atas tanahnya sebagai jaminan kredit dalam upaya perolehan tambahan modal usaha. Jumlah
populasi dimaksud adalah 34 orang. Tehnik pengambilan sampel adalah sampel total karena
jumlah populasinya berjumlah kurang dari seratus. Tehnik analisis data menggunakan tehnik
deskriptif dan komparatif

Setelah data yang diperoleh dianalisis maka diketahui bahwa pendapatan pengusaha
industri kecil di Desa Celuk mengalami peningkatan setelah memperoleh tambahan modal
melalui pinjaman kredit bank dengan sertipikat hak atas tanah sebagai jaminannya. Pendapatan
responden sebelum memperoleh kredit terkecil sebesar Rp.1000.000,00 dan terbesar
Rp.2.500.000,00 sedangkan pendapatan setelah memperoleh kredit terkecil sebesar
Rp.3.500.000,00 dan yang terbesar Rp.8.000.000,00. Jadi prosentase peningkatan pendapatan
terkecil 140 % dan terbesar 600%.

Dengan demikian sertipikat hak milik atas tanah sebagai jaminan kredit bermanfaat
terhadap peningkatan pendapatan pengusaha industri kecil di Desa Celuk. Oleh karena itu
disarankan agar Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar meningkatkan pelayanannya kepada
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan

yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan manusia akan tanah

semakin hari semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertambahan

penduduk dan segala kegiatannya. Untuk dapat melindungi kepentingan terhadap

tanah dan untuk memberikan rasa aman dalam penguasaan dan penggunaannya,

maka perlu adanya kepastian hak atas tanah dan kepastian hukum.

Dalam mengatur kebijaksanaan di bidang pertanahan, pemerintah telah

menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok

Agraria (UUPA).

Kepastian haknya diwujudkan dalam penguasaan tanah dengan berbagai

macam hak atas tanah seperti yang disebutkan dalam pasal 16ayat (1) UUPA :

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 ialah :
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak sewa;
f hak membuka tanah;
g. hak memungut hasil hutan;
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan
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Sedangkan untuk kepastian hukumnya diperoleh dengan melaksanakan

pendaftaran hak yang dimaksud sebagai salah satu kegiatan pendaftaran tanah.

Pasal 19 ayat (1) UUPA menyebutkan : "Untuk menjamin kepastian hukum oleh

pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia

menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Kalau diperhatikan kembali ketentuan pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut di

atas, maka tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian

hukum terhadap tanah-tanah hak di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jaminan

kepastian hukum yang dimaksud adalah jaminan kepastian hukum terhadap

subyek dan obyek hak atas tanah. Subyek maksudnya adalah mengenai siapakah

pemegang hak atas tanah tersebut, sedangkan obyeknya mengenai letak tanah,

batas-batas tanah, panjang dan lebar tanah.

Kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana tersebut

dalam pasal 19ayat (2) UUPA meliputi:

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian

yang kuat.

Undang-Undang Pokok Agraria selain mewajibkan pemerintah untuk

melaksanakan Pendaftaran Tanah sebagaimana disebutkan dalam pasal 19,

kepada pemegang hak juga diwajibkan untuk mendaftarkan hak atas tanahnya.

Setiap peralihan hak atas tanah, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak



pemeliharaan data Pendaftaran Tanah.

Dalam kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran Tanah tersebut, pemerintah

memberikan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang

kuat berupa sertipikat. Pengertian sertipikat menurut pasal 1 angka 20 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah :

"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam
pasal 19 ayat (2) hurufc UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah
wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-
masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan."

Sertipikat dimaksud selain bermanfaat untuk menjamin kepastian hukum

terhadap hak atas tanah yang dikuasainya, juga dapat dimanfaatkan antara lain

dalam lalu lintas perekonomian, terutama bagi pengusaha kecil dan golongan

ekonomi lemah untuk memperoleh modal usaha dengan cara mengajukan

permohonan kredit.

Dewasa ini keberadaan industri kecil di Desa Celuk mulai pesat

perkembangannya guna menunjang keadaan perekonomian yang sedang lesu ini.

Pengembangan industri kecil menjadi penting karena bisa menciptakan suatu

struktur dasar industri yang diperlukan untuk perkembangan ekonomi secara

menyeluruh.

Eksistensi industri kecil akan berdampak positif terhadap perkembangan

suatu daerah. Lowongan kerja akan terbuka lebar bagi putra-putra dar-

sehingga mereka tidak akan pindah ke daerah lain untuk mencari r-'
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pengembangan industri kecil tersebut. Pemerintah terus membina dan memberi

kesempatan yang luas bagi tumbuh dan berkembangnya usaha industri kecil. Oleh

karena itu sejalan dengan kemajuan pembangunan yang dicapai, terbuka peluang

bagi masyarakat luas untuk terjun dalam kegiatan usaha atau wiraswasta.

Dalam dunia usaha, modal usaha merupakan salah satu faktor kendala

dalam pengembangan usaha untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Namun

hal tersebut tidaklah menjadi masalah besar karena modal usaha dapat diperoleh

melalui pinjaman di bank dengan mengagunkan sertipikat hak atas tanah yang

dimilikinya.

Sertipikat hak atas tanah merupakan salah satu jaminan yang dapat

diterima oleh bank karena dianggap memenuhi persyaratan yuridis maupun

ekonomis. Terpenuhinya persyaratan tersebut, dimaksudkan agar dalam pelunasan

piutangnya terpenuhi oleh pemberian prestasi debitur dan terlindunginya secara

hukum dalam eksekusi jaminan.

Praktek kegiatan perkreditan tersebut dilaksanakan disesuaikan dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 mengenai Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang

Berkaitan Dengan Tanah dan peraturan-peraturan lain yang terkait). Pembebanan

sertipikat hak atas tanah tersebut harus didaftarkan di kantor pertanahan agar

sertipikat hak tanggungannya dapat diterbitkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk

dapat menjamin kepastian hukum kepada kreditur (bank), debitor maupun pihak



Tujuan penggunaan sertipikat hak atas tanah dalam memperoleh pinjaman

uang di bank oleh pengusaha industri kecil pada dasarnya dipergunakan untuk

pengembangan usaha sehingga diharapkan pendapatan yang diperoleh oleh

pengusaha industri kecil tersebut meningkat.

Di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar terdapat cukup

banyak pengusaha industri kecil kerajinan emas dan perak. Kerajinan emas dan

perak tersebut merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa

Celuk dan perkembangannya cukup pesat karena didukung oleh letak Desa Celuk

yang sangat strategis yaitu sebagai daerah penghubung antara wisata Kota

Denpasar dengan Kabupaten Gianyar. Sebagai daerah jalur wisata, daerah

tersebut menjadi ramai oleh wisatawan yang singgah dan berkeinginan untuk

membeli asesoris emas dan perak.

Jadi seiring dengan berkembangnya kepariwisataan di Bali, berkembang

pula usaha kerajinan emas dan perak di Desa Celuk. Untuk dapat

mengembangkan usahanya tersebut, para pengusaha kecil kerajinan emas dan

perak memerlukan modal yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu sertipikat

hak atas tanah yang dimiliki dapat dimanfaatkan sebagai jaminan dalam

perolehan modal tambahan melalui permohonan kredit bank.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, penyusun merasa tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul :



"PEMANFAATAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI

JAMINAN KREDIT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN

PENGUSAHA INDUSTRI KECIL DI DESA CELUK KECAMATAN

SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI"

B. Jftffmusan Masalah

Pengembangan industri kecil dalam suasana perekonomian yang sedang

krisit seperti saat ini, perlu mendapat perhatian karena melalui usaha industri

kecil ini diharapkan dapat memperluas lapangan kerja dan kesempatan untuk

berusaha sehingga ada peluang untuk dapat meningkatkan kesejahteraan. Namun

permasalahan sering dihadapi oleh pengusaha industri kecil yaitu kurangnya

modal usaha sehingga berakibat usaha yang dimilikinya sulit untuk berkembang

lebih lanjut. Untuk dapat mengatasi hal tersebut maka upaya yang dapat ditempuh

adalah melalui lembaga perbankan yang memungkinkan para pengusaha industri

kecil untuk memperoleh kredit.

Pihak bank dalam pemberian kredit tentu akan meminta suatu jaminan

pelunasan kredit dari debitor selain usaha yang dibiayainya. Jaminan yang

dikehendaki tersebut adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman terhadap

pelunasan piutangnya sehingga pada saat yang telah diperjanjikan debitor dapat

melunasi kreditnya. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan berupa sertipikat hak

atas tanah karena jaminan tersebut dapat ditenma oleh bank yang dianggap telah



Setelah memperoleh tambahan modal dari bank dengan memanfaatan

sertipikat ha'c atas tanah sebagai jaminan kreditnya diharapkan dapat

meningkatkan pendapatan pengusaha industri kecil.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka pokok permasalahan

yang diajukan penyusun sebagai berikut:

"Apakah Pemanfaatan Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Kredit

Dapat Meningkatkan Pendapatan Pengusaha Industri Kecil Di Desa Celuk

Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar ?"

C. Batasan Masai ah

Mengingat keterbatasan waktu, dana, tenaga dan kemampuan pengetahuan

penyusun dan agar lebih terarah dalam menjabarkan masalah serta untuk tidak

menimbulkan kekaburan pengertian dalam penelitian ini, maka permasalahan

kami batasi sebagai berikut:

1. Sertipikat hak atas tanah yang dimanfaatkan sebagai jaminan kredit hanya

meliputi sertipikat hak milik atas tanah.

2. Industri kecil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah industri kecil

kerajinan emas dan perak.

3. Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan bersih setelah pendapatan

kotor dikurangi dengan seluruh biaya produksi.

4. Pemanfaatan sertipikat hak atas tanah sebagai jaminan kredit dalam penelitian



dengan maksud untuk membiayai usaha industri kecil.

D. Tujuan dan Ke;;unaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui tingkat pendapatan pengusaha industri kecil setelah memperoleh

kredit dari bank dengan sertipikat hak atas tanah sebagai jaminan kredit.

t

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah :

a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang pertanahan

khususnya mengenai pemanfaatan sertipikat hak atas tanah sebagai

jaminan kredit.

b. Sebagai bahan masukan bagi para kreditor, debitor dan pejabat lain yang

terkait dalam hubungannya dengan pemanfaatan sertipikat hak atas tanah

sebagai jaminan kredit.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan

pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa sertipikat hak milik

yang diagunkan sebagai jaminan kredit memberikan manfaat yang cukup besar

bagi pengusaha industn kecil kerajinan emas dan perak di Desa Celuk

(responden) dalam hal pengembangan usaha untuk tujuan peningkatan

pendapatan. Hal tersebut teriihat dari perbandingan modal dan pendapatan

sebelum dan setelah memperoleh kreditdari bank sebagai tambahan modal.

Jumlah modal pengusaha industri kecil emas dan perak sebelum

memperoleh kredit dari bank adalah berkisar Rp.5.000.000,00 sampai dengan

Rp.15.000.000,00 sedangkan pendapatan rata-rata perbulan berkisar

Rp. 1000.000,00 sampai dengan Rp.2.500.000,00. Jumlah modal setelah

memperoleh kredit dari bank adalah berkisar Rp.30.000.000,00 sampai dengan

Rp.80.000.000,00 sedangkan pendapatan rata-rata perbulan berkisar

Rp.3.500.000,00 sampai dengan Rp.8.000.000,00. Prosentase peningkatan modal

dan pendapatan berturut-turut adalah berkisar 257,14 % sampai dengan 1.500 %

dan 140 % sampai dengan 600%.
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B. Saran

1. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar diharapkan dapat memberikan

peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menarik minat

masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya dan sekaligus dapat merasakan

manfaat yang diperoleh dengan memiliki sertipikat hak atas tanah baik dari

segi yuridis maupun ekonomis.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar hendaknya meningkatkan volume

penyuluhan dibidang pertanahan dengan tujuan agar masyarakat lebih

mengetahui arti penting memiliki sertipikathak atas tanah.

3. Peningkatai penyuluhan mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan kepada

semua pihak yang terkait sehingga masing-masing menyadari agar

pembebanan sertipikat hak atas tanah didaftarkan di Kantor Pertanahan demi

terlindunginya kedudukan mereka masing-masing baik sebagai kreditor

maupun debitor.
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